SALINAMN

KOMIS| PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 38 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN
PEMILIHAM UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

KOMIS| PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati banyumas Tahun 2008 belum
ditetapkan karena belum selesaianya proses
pemutakhiran data pamilih |

b. bahwa proses pengadaan logistik Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 harus
diselesaikan sesuai dengan jadwal pengadaan barang
yang telah ditetapkan;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Banyumas tentang Kebutuhan Surat Suara dan Kartu
Pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 |

b

Mengingat Undang Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Daerah Oaerah Kabupaten dalam
fingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Momor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politk (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2002 MWomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momaor 4251),

3. Undang-Undang Momor 12 Tahun 2003 fentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 4277),

4. Undang Undang MNomor 10 Tahun 2004 {entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4388);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 MNomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momaor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang MNomor B Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Megara Rl
MNomor 4548)

6. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Parimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ),

7. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Momor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4721).

B. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor. 4480), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4484) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

apala Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4718);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoneszia Nomor 4578) |

10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum,
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Memperhatikan

11. Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

14, Keputusan Komisi Pamilihan Umum Nomor 622 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kera Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemihan Umum Provinsi dan Sekretarat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15, Keputusan Komisi Pemilinan Umum Nomaor 677 Tahun
2003 tentang Tata Kera Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilinan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Mota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03
Tahun znu? tentang Perubahan Atas Kepulusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan
Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasrah:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01
Tahun 2007 fentang Anggaran Pendapatan dan
Balanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaman
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2007 Nomor 1 Seri A);

1B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007
Momor 3 Seri A),

19. Paraturan Bupali Banyumas Momor 2 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas;

20. Keputusan Komisi Pemilhan Umum  Kabupaten
Banyumas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Spesifikasi
Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda
Khusus Untuk Keperluan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008,

Jumlah Pemilih pada Data Agregat Kependudukan dan
Badan Kependudukan, Catatan Sipl dan Keluarga
Berencana Kabupaten Banyumas tanggal 6 September
2007,
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA :  Jumiah kebutuhan Surat Suara dan Kartu Pemilih
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
Tahun 2008 adalah

a. Surat Suara sejumiah 1.278.096 lembar.
b. Kartu Pemilih sejumlah 1.278.098 lembar.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2007,

KETIGA :  Keputusan i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 17 Desember 2007

D
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